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Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, menjamin kemerdekaan
beribadah dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang bunyinya “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut
agama dan kepercayaannya itu.” Bagi muslim, ibadah adalah taat kepada Allah
dan melaksanakan perintah-Nya, termasuk dalam hal memakan makanan halal
yang juga merupakan perintah Allah. Maka jaminan kemerdekaan beribadahpun
juga mencakup jaminan makanan halal. Namun jaminan tersebut dipersempit oleh
Pasal 97 poin e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang
bunyinya “halal bagi yang dipersyaratkan”. Dengan ini maka labelisasi halal pada
produk pangan merupakan pilihan, bukan kewajiban. Sehingga tidak semua
makanan yang beredar terjamin kehalalannya. Dari perbedaan pengaturan tersebut
maka peneliti perlu melakukan penelitian tentang sinkronisasi untuk menjawab
permasalahan tentang sinkronisasi norma hukum Pasal 97 Ayat (3) Poin e
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Terhadap Pasal 29 Ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Dianalisis secara kualitatif
terhadap data kepustakaan, yang bahan hukum primernya antara lain Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan serta Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peneliti menyimpulkan, Pasal 97 Ayat 3 Poin e Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2012 Tentang Pangan, telah sinkron secara vertikal dengan Pasal 29
Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun
yang menjadi catatan, jika jaminan kehalalan makanan bersifat wajib maka
amanat yang tercantum dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 akan terwujud secara utuh. Kemerderkaan
beribadah akan sampai pada makna kebebasaan menjalankan agama, tanpa
dibatasi oleh keraguan terhadap kehalalan makan yang beredar di Indonesia.



